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Kaji Perluasan
Desil Santunan
Kematian

B Antisipasi Warga Miskin Tak
Dapat Bantuan

HITUNG ULANG ANGGARAN

@ Pemkot Yogyakarta berencana memperluas.desil penerima
‘manfaat bantuan Santunan Kematian (Sankem). - A

" ® Langkah ini diambil guna warga kurang mampu yang be\um
‘ter-cover akibat ketlaakse:ualan DTKS mhlsa mengkases

YOGYA, TRIBUN - Pem-
kot) Yogyakarta mulai me-
flakukan Kalkulasi teknis
terkait wacana perluasan
desil penerima manfaat
bantuan Santunan Kema-
tian (Sankem). Langkah ini
diambil guna menindak-
lanjuti dorongan legislatif
agar warga kurang mampu
yang belum ter-cover akibat
ketidaksesuaian Data Ter-
padu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) tetap bisa mengka-
ses bantuan.

‘bantuan.

@ Dinsosnakertans Kota Yogyakitta ki tengah menghmm
ulang potensi kebutuhan anggaran serta data historis angka
Kematan warga di wiayahnya. 4

Kendati merespons posi
usulan DPRD Kota Yng'akar
ta terkait perluasan jangkati-
an desil penerima bantuan,

yakarta, Patricid Heni Dian
‘Anitasari menuturkan, pihak-
nya kini tengah menghitung
ulang potensi kebutuhan
anggaran serta data historis
‘angka kematian warga di wi-

ya.
Berdasarkan Peraturan
Wali Kota (Perwal) yang ber-
. laku saat ini, alokasi bantuan
santunan kematian sebesar
Rp4 juta per jiwa baru menya-
sar warga yang masuk dalam
Kategori desil 1 dan desil 2.
“Kami hitung sesuai dengan
kemampuan keuangan sama

tapi ini kami belum putuskan.
Kami coba hitung ulang dulu
jumlahnya berapa,” ujarnya,
Kamis (13/8).

Adapun alokasi anggaran
APBD Kota Yogyakarta yang
disiapkan setiap tahun sejak
2024, rata-rata mencapat Rp4
‘miliar untuk kuota 1.000 pe-
nerima manfaat. Penyerapan
anggaran Sankem selama ini
terbilang baik dan tingg! kare-
na besarnya kebutuhan ma-
syarakat, khususnya untuk

menegas-
i ae ingin terburu-buru
mengambil keputusan sebe-
lum kajian teknis rampung.
Pihaknya memilih berhati-
hati supaya tidak memun-
culkan ekspektasi berlebih di
tengah masyarakat sebelum
regulasi resminya benar-
benar stap.

“Kami belum bisa sampai-
kan (bisa naik sampai desil
berapa). Jangan sampai kita
sudah menyampaikan, tapt
ternyata tidak bisa. Kasthan
‘masyarakat sudah berharap,
nanti dikira PHP (pemberi ha-

rapan palsu). Hitungan mate-
‘masuk dulu,

- mansnyaharus
. katanya.

Hent bilang, pendataan di-
lakukan secara rinci dengan
‘menyisir data angka kema-
tian warga Kota Yogyakarta
sejak rentang tahun 2024,
2025, hingga 2026, sekaligus
‘memetakan sebaran desilnya.

Jika hasil kajian teknis dan
kemampuan anggaran APBD
dinyatakan mencukup, Pem-
kot Yogyakarta segera mem-
proses perubahan regulasi
atau Perwal, penyesuaian
sistem aplikasi pendataan,
hingga sosialisasi ke tingkat

wilayah.

baru diskusi awal

Rp4 juta untuk desil 1-2, de-
ngan alokasi sekitar Rp4 mi-
liar per tahun untuk 1.000
orang. Nah, ini nanti kita coba
hitung lagi, kira-kira masih
bisa tidak dengan alokasi ang
garan seperti itu untuk kena-
ikan desilnya,” terangnya.

“Kemarin
dengan Komisi D terkait wa-
cana kenaikan desil. Secara
teknis kita sisir dulu, baru
nanti bisa mengambil lang-

kah teknis, oh kita bisa natk ,
- sampai desil berapa. Jad, se-

Karang kami siapkan kajian
teknisnya,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota
Yogyakarta, Darini menya-
takan, berdasarakn aturan
yang berjalan, sasaran san-
funan kematian difokuskan
pada desil 1 hingga 2. Namun
dalam realitasnya, tidak sedi-
kit warga kurang mampu di
Kota Yo yang just
tercatat pada desil 6 hing-
ga 10, sehingga hak mereka
untuk mengakses skema in-
tervensi pemerintah menjadi
tertutup.

“Kami melthat masth ada
masyarakat yang harusnya
‘menerima bantlian, tetapi de-
silnya tercantum di atas desil
5, yaitu desil 6 ke atas. Pada-
hal setelah kita lihat langsung
di lapangan, mereka betul-
betul warga tidak mampu,”

Darini menyebut, data
keekonomian masyarakat
bersifat sangat dinamis dan
fluktuatif, sedangkan proses
pembaruan DTKS yang ber-
langsung berkala belum se-
penuhnya mampu memotret
kondisi il secara akurat.

Oleh sebab itu, legislatif
me Pemkot Yogyakar
ta untuk mengambil langkah
diskresi yang legal melalut
perluasan cakupan penerima
manfaat Sankem. “Kemam-
puan anggaran daerah tentu
harus diperhitungkan. Jang-
kavan ‘Sankem kita
‘minta diperluas, tetapi besar-
annya -disesuaikan dengan
desil. Misalnya desil 1-2 me-
nerima penuh Rp 4 futa, nanti
desl atasnya disesuaikan, se-
perti Rpl juta atau Rp2 juta.
Yang penting ada perhatian
dan kehadiran Pemkot,” ce-
tusnya. (aka)
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